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Abstract: Marriage in Indonesia is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, and Government Regulation of the
Republic of Indonesia No. 9 of 1975 on the Implementation of Act No.1 of 1974. then for the people of Islam also apply
Presidential Instruction No.1 Year 1991 on Compilation of Islamic Law as a complement of the Law No. 1 Year 1974. In the case
of the position of this research object, that the applicant as a woman (wife) feels never divorced with her husband. However,
her husband believes that she has divorced her, so the husband marries another woman. So the wife declared the marriage
illegitimate, because it violates the provisions, namely when the husband is married to the second wife, the husband did not
ask permission to the first wife, in addition to no permission of polygamy from the Religious Courts. So the first wife applied
for a cancellation of marriage to the Religious Court in order for the second marriage to be canceled. The type of research
used is qualitative research, which referred to qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in
the form of words or verbal from the people and behavior observed. Based on the formulation of the problem and research
objectives, the approach method used is the juridical approach. Juridically this research may include research on legal
principles, legal system, legal synchronization, legal history, and comparative law. Research location at Lebong Religious
Court. The data used in this study consist of primary data and secondary data. The data obtained from both the literature and
the interview will be analyzed by using qualitative analysis method, a research procedure that produces analytical descriptive
data. The result of the research found that the judges of Lebong Religious Court on Marriage Cancellation with decision
number 0059 / Pdt.G / 2015 / PA Lbg was rejected by the panel of judges so that the marriage of the Plaintiff’s husband with
the Defendant was still legally valid and the Defendant still got his wife rights. In the contents of the decision filed a petition for
the cancellation at the Lebong Religious Court, which was then registered in the case Number 0059 / Pdt.G / 2015 / PA.Lbg.
which consists of three judges did not all agree with the decision. One judge argued differently from the majority of judges.
Opinions differ from minority judges included in the content of the verdict called dissenting opinion.
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Abstrak: Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. kemudian bagi orang
yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari
Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam kasus posisi obyek penelitian ini, bahwa pemohon sebagai seorang perempuan (istri)
merasa tidak pernah cerai dengan suaminya. Akan tetapi suaminya meyakini bahwa ia sudah cerai dengan istrinya itu, sehingga
suami tersebut menikah dengan seorang perempuan lain. Maka istri menyatakan pernikahan tersebut tidak sah, sebab melanggar
ketentuan, yakni pada saat suami menikah dengan istri yang kedua tersebut, suami tidak meminta izin kepada istri yang
pertama, selain tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Maka istri yang pertama mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan yang kedua itu dibatalkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian
terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lokasi
penelitian di Pengadilan Agama Lebong. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa
kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis hakim
Pengadilan Agama Lebong tentang Pembatalan Nikah dengan nomor putusan 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg ditolak oleh majelis
hakim, sehingga pernikahan Suami Penggugat dengan Tergugat tetap sah secara hukum dan Tergugat tetap mendapatkan
hak-haknya sebagai istri. Dalam isi putusan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Lebong, yang
kemudian didaftar dalam perkara Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg. yang beranggotakan tiga orang hakim tidak semuanya
sepakat dengan keputusan tersebut. Satu orang hakim berpendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Pendapat berbeda dari
minoritas hakim dimasukkan dalam isi putusan yang disebut dissenting opinion.
Kata kunci: Disenting Opinion, Pembatalan Perkawinan, Yuridis.
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Pendahuluan
Perkawinan merupakan akad atau perjanjian,
akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan
ghalidlan) bukan perjanjian biasa sebagaimana
diatur dalam hukum perdata. Perbedaannya
bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang
berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk
perjanjiannya, sedangkan dalam pernikahan,
para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk
perjanjiannya selain yang telah ditetapkan oleh
hukum yang berlaku. Perbedaan selanjutnya
dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa dalam
perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan
oleh kedua belah pihak, misalnya telah tercapainya
apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena
batas waktu yang ditetapkan telah berakhir. Akan
tetapi dalam perkawinan tidak mengenal batasan
waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena
suatu hal di luar kehendak para pihak, barulah
perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan
perceraian atau pembatalan perkawinan.
Dalam hal perkawinan tersebut tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku baik dalam hal syarat
maupun rukunnya, maka perkawinan dimaksud
dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-
Undang Perkawinan jika suatu perkawinan tidak
memenuhi syarat perkawinan, maka perkawinan
tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan
perkawinan sudah memenuhi ketentuan menurut
agama, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan
menurut peraturan perundang-undangan, tentunya
perkawinan seperti itu juga dapat dibatalkan.
Termasuk apabila ada seseorang yang melakukan
poligami tanpa ada izin dari istri maupun izin dari
Pengadilan, termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil
tanpa izin atasan.
Sebagaimana terjadi saat ini tidak jarang
hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu
kalah dalam voting musyawarah majlis hakim.
Terhadap hakim yang mempunyai pendapat
berbeda disediakan sarana untuk mengungkapkan
perbedaan pendapatnya dengan disertai argumen
yuridisnya terhadap kesimpulan yang dianggapnya
tepat walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, pendapat berbedanya itu harus termuat
dan menjadi bagian dari putusan majlis hakim.
Pendapat berbeda (bahasa Inggris: dissenting
opinion) umumnya berada dalam hukum peradilan
adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim
dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan
ketidak setujuan terhadap putusan dari mayoritas
hakim dalam majelis hakim yang membuat putusan
di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini
akan dicantumkan dalam pertimbangan hukum
suatu putusan, akan tetapi dissenting opinion tidak
akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat
atau menjadi bagian dari putusan hakim.1
Dissenting opinion yang memuat atas ketidak
setujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut
dapat   terdiri dalam beberapa bagian pendapat
yang dimungkinkan karena adanya sejumlah
alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus
hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda,
atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.
Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang
sama seperti pada bagian pendapat dalam putusan
hakim, dan sering digunakan untuk perbedaan
argumentasi yang digunakan oleh mayoritas
hakim dalam menjatuhkan putusan hakim, dalam
beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat
dalam kasus putusan hakim yang umumnya akan
dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu
perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh
karena banyaknya perbedaan pendapat.
Dissenting Opinion adalah pendapat yang
berbeda dengan apa yang diputuskan dan
dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang
memutus perkara, merupakan satu kesatuan
dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara
atau merupakan suara minoritas hakim dalam
sebuah majelis hakim. Dissenting Opinion ini
merupakan jargon baru dalam sejarah peradilan
Indonesia. Filosofi adanya lembaga hukum adalah
untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat
pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang
memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas
perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis
hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih.
Dalam pengambilan putusan akhir, tidak tertutup
kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di
antara majelis hakim itu. Jika terjadi perbedaan
pendapat, maka putusan diambil berdasar suara
terbanyak.
Dalam kasus posisi obyek penelitian yang
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lebong,
bahwa pemohon sebagai seorang perempuan (istri)
merasa tidak pernah cerai dengan suaminya.
Akan tetapi suaminya meyakini bahwa ia sudah
cerai dengan istrinya itu, sehingga suami tersebut
menikah dengan seorang perempuan lain. Maka
istri menyatakan pernikahan tersebut tidak sah,
sebab melanggar ketentuan, yakni pada saat suami
1 http://blogperadilan.blogpost.com. Diakses tanggal 2 Januari
2017 pukul 20.30 WIB
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menikah dengan istri yang kedua tersebut, suami
tidak meminta izin kepada istri yang pertama,
selain tidak ada izin poligami dari Pengadilan
Agama. Maka istri yang pertama mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan kepada
Pengadilan Agama agar perkawinan yang kedua
itu dibatalkan.
Pengadilan Agama Lebong yang menerima
perkara permohonan pembatalan pernikahan
dimaksud, menetapkan 3 (tiga) orang hakim untuk
menangani perkara tersebut. Dalam putusan yang
dijatuhkan oleh majlis hakim, ternyata tidak bulat.
Dua orang hakim berpendapat bahwa perkawinan
suami dengan perempuan sebagai istri yang
kedua adalah sah, sedangkan seorang hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara suami
dengan istri yang kedua itu adalah tidak sah. Di
sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti
alasan masing-masing hakim yang berbeda
meskipun pada akhirnya putusan dijatuhkan atas
dasar pendapat dua orang hakim. Dari tinjauan
yuridis manakah pendapat yang lebih dekat dengan
ketentuan peraturan hukum dan perundangan
yang berlaku, dan alasan apa sehingga kedua
hakim berpendapat perkawinan suami dengan
istri yang kedua adalah sah sehingga permohonan
pembatalan perkawinan ditolak.
Permasalahan yang muncul sebagaimana
tersebut diatas layak untuk diteliti untuk menge-
tahui alasan-alasan apa masing-masing pendapat
sehingga akan dapat dijadikan kajian dan
meningkatkan kwalitas putusan yang akan dating.
Rumusan Masalah.
1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama
Lebong dalam putusan dissenting opinion ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus perkara permohonan pembatalan
perkawinan sebagaimana tertuang dalam
putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg.?
Tujuan Pelitian
1. Mengetahui bagaimana proses penyelesaian
permohonan pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Lebong yang putusannya
terdapat dissenting opinion.
2. Menganalisis apa yang menjadi pertimbangan
hakim dalam memutus perkara permohonan
pembatalan perkawinan sebagaimana tertuang
dalam putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg.
Kajian Teori
1. Konsep Pembatalaan Perkawinan Dalam Hukum
di Indonesia
a) Hukum yang Mengatur Pembatalan Perkawinan
Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan
perkawinan telah diatur dalam Bab IX. Pada pasal
71 disebutkan, suatu perkawinan dapat dibatalkan
apabila:
1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin
Pengadilan Agama;
2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian
diketahui masih menjadi istri pria lain;
3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam
iddah dari suami yang lain;
4) Perkawinan yang melanggar batas umur
perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau
dilaksaanakan oleh wali yang tidak berhak;
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
b) Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat di-
putuskan oleh Pengadilan. Permohonan pembatalan
suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang
berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya
perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami
istri, suami atau istri.
Tata cara pengajuan perkara permohonan
pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan
tata cara pengajuan gugatan perkara pada
umumnya, yakni sebagaimana berikut:
a. Calon Pemohon menyerahkan surat per-
mohonan pembatalan perkawinan kepada
Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya
untuk didaftar sebagai perkara permohonan
pembatalan perkawinan;
b. Setelah proses administrasi diselesaikan,
berdasarkan perintah Hakim Ketua Majlis yang
dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS),
para pihak dipanggil untuk menghadiri sidang
pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah
ditetapkan;
c. Mekanisme pemeriksaan perkara yang dilakukan
dalam persidangan secara sistimatik melalui
beberapa tahap berikut:
1) Melakukan perdamaian. Pada sidang upaya
perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul
dari hakim, pemohon atau termohon. Hakim
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harus secara aktif dan sungguh-sungguh
untuk mendamaikan para pihak. Apabila
ternyata upaya damai tidak berhasil maka
sidang dilanjutkan pada tahap berikjutnya.
2) Pembacaan surat permononan. Pada tahap
ini, pihak pemohon berhak meneliti ulang
apakah seluruh materi (dalil permohonan
dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-
hal yang tercantum dalam surat permohonan
itulah yang menjadi acuan (obyek)
pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh
keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam
surat permohonan.
3) Jawaban Termohon. Pihak Termohon di-
beri kesempatan untuk membela diri dan
mengajukan segala kepentingannya terhadap
pemohon melalui majlis hakim dalam
persidangan.
4) Replik Pemohon. Pemohon dapat menegas-
kan kembali permohonannya yang disangkal
oleh termohon dan juga mempertahankan
diri atas serangan-serangan termohon.
5) Duplik dari Termohon. Termohon men-
jelaskan kembali jawabannya yang disangkal
oleh Pemohon. Replik dan duplik dapat
diulang-ulang sehingga hakim memandang
cukup atas replik dan duplik tersebut.
6) Tahap pembuktian. Pemohon mengajukan
semua alat bukti untuk mendukung dalil-
dalil permohonan. Demikian juga termohon
mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung
jawabannya (sanggahannya). Masing-masing
pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
7) Tahap kesimpulan. Masing-masing pihak
pemohon maupun termohon, mengajukan
pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
8) Tahap putusan. Hakim menyampaikan
segala pendapatnya tentang perkara itu
dan menyampaikannya dalam amar putusan
sebagai akhir persengketaan.2
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah
putusan Pengadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya
perkawinan. Namun putusan Pengadilan itu tidak
berlaku surut terhadap:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut.
b. Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad
baik, kecuali terhadap harta bersama, bila
pembatalan perkawinan didasarkan adanya
perkawinan lain yang lebih dulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk
dalam angka a dan b diatas sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad
baik sebelum putusan tentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
c) Pihak yang Bisa Mengajukan Pembatalan Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal
14, Ayat (1) yang dapat mencegah perkawinan
ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus
keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan
pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2), mereka
yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga
mencegah berlangsungnya perkawinan, apabila
salah seorang dari calon mempelai berada dibawah
pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi
calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai
hubungan dengan orang-orang seperti tersebut
dalam ayat (1) pasal ini.3
Siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan
perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan,
pembatalan diatur di dalam Pasal 23 sampai 27.
Pasal 23, yang dapat mengajukan pembatalan
perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke
atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang, hanya selama
perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16
undang-undang ini, dan setiap orang mempunyai
kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan itu putus.
Dalam hal pembatalan perkawinan, khusus
dalam hubungan suami istri, dalam Undang-Undang
Perkawinan diatur dalam Pasal 27, dimana seorang
suami atau istri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan, apabila perkawinan
dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar
hukum (ayat 1), dan seorang suami atau istri dapat
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan,
2 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan
Agama, (Bogor: Ghia Indonesia, 2012), h. 147.
3 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan  Keluarga, Perspektif
Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17
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terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
(ayat 2), apabila ancaman telah berhenti, atau
yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya,
dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah
itu masih tetap   hidup sebagai suami istri, dan
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Selain dalam Undang-Undang Perkawinan,
pembatalan perkawinan juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai
aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan
diatur dalam Pasal 37 dan 38. Pasal 37 berbunyi:
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus
oleh pengadilan. Pasal 38 ayat 1: Permohonan
pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh
pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat dimana berlangsungnya perkawinan, atau
di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau
istri.  Ayat 2: Tata cara pengajuan permohonan
pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan
tata cara pengajuan gugatan perceraian Ayat 3:
Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan,
pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan
pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara
tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal
36 Peraturan Pemerintah ini.  Maka, dalam hal
pembatalan maupun pencegahan perkawinan
ada persamaannya yaitu kedua-duanya harus
melalui pengadilan dengan cara seperti gugatan
perceraian.4
d) Akibat Hukum dari Adanya Pembatalan Perkawinan
Secara garis besar, akibat dari adanya
pembatalan perkawinan adalah hilangnya semua
hak dan kewajiban antar suami istri. Selain itu,
akibat-akibat dari batalnya perkawinan diatur dalam
Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal
95 sampai 98 KUH Perdata yang pada pokoknya
dapat dibedakan menjadi5:
a. Adanya itikad baik dari suami dan istri
Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik
dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut
tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi
suami dan istri, serta terhadap anak-anak
mereka6.Sehingga putusan hakim mengenai
4 Soedharyo Soimin, Hukum Orang…., h. 18.
5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan  Marthena Pohan, Hukum
Orang  dan Keluarga (Personen en Familie Recht), (Surabaya:
Airlangga University Press, 1991), h. 38.
6 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 38.
batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat
hukum setelah pembatalan tersebut.Sedangkan
sebelum adanya pembatalan, perkawinan
tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan
yang sah.Putusan mengenai batalnya perkawinan
dipandang sebagai pembubaran perkawinan
karena perceraian atau pembubaran perkawinan
setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.7
Untuk harta kekayaan yang diperoleh
selama perkawinan hingga putusan batalnya
perkawinan akan dibagi dua apabila sebelum
melangsungkan perkawinan para pihak
tidak membuat  perjanjian perjanjian kawin.
Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari
perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-
anak yang sah. Hal yang sama juga berlaku
terhadap pengesahan anak luar kawin dan
adopsi8.
b. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik
Apabila hanya salah satu pihak yang ber-
itikad baik, maka perkawinan tersebut hanya
mempunyai akibat-akibat yang sah dan me-
nguntungkan bagi pihak yang beritikad baik
dan anak-anaknya.Sedangkan bagi pihak yang
tidak beritikad baik dapat dibebani biaya ganti
rugi dan bunga9.
Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan
tanpa perjanjian kawin, maka pembagian harta
yang diperoleh selama perkawinan hanya
berlaku apabila pembagian harta perkawinan
tersebut menguntungkan pihak yang beritikad
baik.Ini berarti apabila sebelum perkawinan
harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang
beritikad baik lebih sedikit dibanding pihak yang
tidak beritikad baik. Maka dilakukan pembagian
harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak
yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya
apabila sebelum perkawinan dilangsungkan
harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih
banyak dibanding pihak yang tidak beritikad
baik, maka tidak dilakukan pembagian harta
perkawinan.Sedangkan mengenai anak-anak
yang lahir dari perkawinan tersebut tetap
mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah.10
7 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 38.
8 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 38-39.
9 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 39
10 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 39
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c. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri
Apabila perkawinan tidak didasarkan pada itikad
baik dari suami dan istri, maka perkawinan
tersebut tidak mempunyai akibat hukum
yang sah bagi suami dan istri, serta terhadap
anak-anak mereka11.Sehingga putusan hakim
mengenai batalnya perkawinan mempunyai
akibat hukum setelah pembatalan tersebut
dan juga berlaku surut. Perkawinan sebelum
adanya pembatalan, perkawinan tersebut tidak
dianggap sebagai perkawinan yang sah.12
Harta kekayaan yang diperoleh selama per-
kawinan hingga putusan batalnya perkawinan
tidak akan dibagi walaupun para pihak membuat
perjanjian perjanjian kawin. Sedangkan terhadap
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut
dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah atau
anak yang lahir dari di luar pernikahan. Hal
yang sama juga berlaku terhadap pengesahan
anak luar kawin dan adopsi13.
Pembahasan
Anotasi Putusan Pengadilan Agama Lebong
Nomor 0059/Pdt.G/2015/ PA.Lbg. Tentang
Permohonan Pembatalan Nikah.
1. Ringkasan Kasus Posisi
a. Bahwa Penggugat (Cut Irmawati binti Anwarsyah)
menikah dengan Syafarudin bin Rahidin (yang
sekarang telah meningal dunia) pada tanggal 22
Mei 1983 di Muara Aman, kecamatan Lebong
Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang
Kabupaten Lebong dengan wali nikah orang
tua kandung bernama T. Anwarsyah bin T.
Usman Basah dengan mas kawin berupa uang
tunai Rp, 5000. (lima ribu rupiah).
b. Bahwa pernikahan penggugat dengan Syafarudin
bin Rahidin telah tercatat di KUA Kecamatan
Lebong Utara dengan akta nikah nomor
85/13/V/1983 tertangal 3 Juni 1983 (bukti P.1)
c. Bahwa suami penggugat (Syafarudin bin
Rahidin) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
pada tahun 1988 bertugas sebagai Penyuluh
Pertanian Lapangan pada Instansi Kanwil
Pertanian Bengkulu, seringkali berpindah tugas,
yaitu:
11 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 38.
12 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 40.
13 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Hukum
Orang…., h. 40-41.
1) 1988 (Bengkulu Utara)




d. Bahwa, penggugat dengan Syafarudin bin
Rahidin yang menikah pada tanggal 22  Mei
1983 sampai suami penggugat meninggal dunia
(Syafarudin bin Rahidin) pada tanggal 30 April
2014 tidak putus karena perceraian melalui
Pengadilan Agama dan putusnya perkawinan
penggugat dengan suami penggugat (Syafarudin
bin Rahidin) karena kematian, yaitu suami
penggugat meninggal dunia (Bukti P.2)
e. Bahwa, suami penggugat meninggal dunia
pada tanggal 30 April 2014 setelah tiga hari
suami penggugat meninggal dunia tepatnya
tanggal 03 Mei 2014, penggugat mendatangi
bank BPD Bengkulu cabang kabupaten Lebong
dikarenakan suami penggugat (Syafarudin
bin Rahidin) ada pinjaman pada bank BPD
Kabupaten Lebong, dan kemudian pada saat
pegawai bank memperlihatkan berkas pinjaman
atas nama suami penggugat, ada berkas Akta
Nikah dengan Nomor 168/13/VII/2005 suami
penggugat (Syafarudin bin Rahidin) dengan
tergugat (Suwanti Binti A. Rozak) pada saat itulah
penggugat mengetahui bahwa suami penggugat
telah menikah dengan tergugat (Bukti P.3).
f. Bahwa, dari perbuatan turut tergugat I14
mengeluarkan model N.1 tentang surat
keterangan untuk menikah tanpa meneliti
status perkawinan sub (a) pada model N.1
yakni “jika pria, terangkan jejaka, duda atau
beristri dan berapa istrinya” dari fakta pengisian
keterangan tersebut adalah “duda” sedangan
Syafarudin bin Rahidin masih terikat dalam
perkawinan sah dengan penggugat maka
terhadap perbuatan yang tidak hati-hati dan
ada kelalaian dari turut tergugat I, oleh karena
itu pernikahan Syafarudin bin Rahidin dengan
tergugat adalah tidak memenuhi syarat dan/
atau tidak sah menurut hukum;
g. Bahwa, Tergugat menikah dengan suami
14 Tergugat: Suwanti binti A. Rozak. Istri lain Syafarudin bin
Rahidin (alm)
Turut Tergugat I: Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman, Kec.
Lebong Utara, Kab. Lebong
Turut Tergugat II: Kepala Kantor KUA Kec. Lebong Utara, Kab.
Lebong
Turut Tergugat III: Suhadi Anwar, Pejabat Pencata Nikah KUA
Kec.Lebong Utara, Kab. Lebong
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Penggugat (Syafarudin) tanpa persetujuan dan/
atau tanpa seizin Penggugat selaku istri dari
Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa
tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan
Tergugat dengan suami Penggugat yang terjadi
pada tanggal 25  April 2001  telah melanggar
peraturan yang diatur dalam UU Republik
Indonesia tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974
pada Bab I Dasar Perkawinan dan Pasal 3, Pasal
4, dan Pasal  5 yang pada intinya menjelaskan
seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri,
seorang wanita hanya boleh memiliki seorang
suami, dan bagi suami yang ingin memiliki lebih
dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan yaitu istri pertama
atau istri-istri, hal tersebut wajib mengajukan
gugatan ke Pengadilan, dalam hal mengajukan
gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada Pasal  4 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Tentang Perkawinan Nomor 01 Tahun
1974 harus memenuhi syarat adanya persetujuan
dari istri atau istri-istri; dari ketentuan yang telah
diuraikan di atas terhadap perkawinan Tergugat
dengan Syafarudin bin Rahidin tidak pernah
mengajukan gugatan ke Pengadilan di daerah
tempat tinggalnya dan juga Penggugat tidak pula
membuat persetujuan ataupun memberikan izin
kepada suami Penggugat (Syafarudin) untuk
melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
Maka dari itu, perkawinan tersebut tidak sah
menurut hukum.
h. Bahwa, Turut Tergugat III selaku PPN Pembantu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong, tidak melakukan penelitian
secara hati-hati dokumen model N.1 Surat
Keterangan untuk Menikah atas nama suami
penggugat (Syafarudin bin Rahidin) sehingga
meniadakan status penggugat sebagai istri sah
dari Syafarudin bin Rahidin, oleh karena itu
perbuatan Turut tergugat III telah melakukan
kelalaian dan/atau ketidak hati-hatian dalam
melakukan tugas selaku PPN Pembantu Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong.
i. Bahwa, Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong, dengan mengeluarkan Surat
Bukti Nikah dan/atau Akta nikah nomor 168/13/
VIII/2005 atas nama Syafarudin bin Rahidin
(Suami Penggugat) dan Tergugat (Suwanti binti
A. Rozak) terhadap perkawinan atau pernikahan
yang dilakukan pada tahun 2001 sedangkan
surat nikah atau akta nikah dikeluarkan pada
tahun 2005 dengan jarak waktu empat tahun
akta nikah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat
II, fakta ini membuktikan ketidakhati-hatian
dan/atau kelalaian dari Turut Tergugat II dalam
melakukan pemeriksaan berkas dalam hal
menerbitkan akta nikah tersebut, maka oleh
karena itu akta nikah nomor 168/13/VII/2005 atas
nama Syafarudin bin Rahidin dengan Suwanti
binti A. Rozak (Tergugat) adalah tidak sah
menurut hukum dan dapat dibatalkan. Karena
telah melanggar sebagaimana telah diatur di
dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 1974 dalam Bab III tentang
Pencegahan Perkawinan sebagaimana diatur
dalam pasal 20 yang berbunyi “Pegawai Pencatat
Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan
atau membantu melangsungkan perkawinan
bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini




ﻲﻣحرلا نﻢﺣرلا ﻞــ ﻟها ﺐــﺴﻣ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis
hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
pembatalan nikah yang diajukan oleh;
Cut Irmawati bin Anwarsyah, umur 50 tahun, agama
Islam, Pendidikan, pekerjaan swasta, bertempat
tingal di jalan Merdeka RT. 05, RW. 02 Kelurahan
Kepahiyang, Kecamatan Kepahiyang, Kabupaten
Kepahiyang; dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Indra Syafri, SH., dan rekan bertempat
tinggal di jalan Dr. AK Gani nomor 21, kelurahan
Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang
Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2015 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong
nomor 004/SK/2015/PA Lbg; tanggal 6 Agustus 2015,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
MELAWAN:
1) Suwanti binti A. Rozak, umur 50 tahun, agama
Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Jalan Lingkungan I Pasar Melintang nomor
55 RW. 03, Kelurahan Pasar Muara Aman,
Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,
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Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.
2) Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman,
Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,
Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I.
3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi
Bengkulu,   Selanjutnya disebut sebagai turut
tergugat II.
4) Suhadi Anwar, umur 62 tahun, agama Islam,
alamat Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan
Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi
Bengkulu,   Selanjutnya disebut sebagai turut
tergugat III.
TENTANG DUDUK PERKARANYA15
Berdasarkan dalil-dalil yang telah pemohon
kemukakan tersebut memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Lebong untuk memanggil,
menyidangkan dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
PRIMAIR:
1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya;
2) Menyatakan tergugat, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
3) Menyatakan sah secara hukum perkawinan
antara Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat
dengan Akta Nikah Nomor 85/13/V/1983
tertanggal 03 Juni 1983;
4) Menyatakan batal demi hukum perkawinan
antara Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat
dengan akta nikah nomor 168/13/VII/2005;
5) Menyatakan Turut Tergugat I, II, dan III tunduk
dan/atau tidak membantah terhadap putusan
dalam perkara ini;
6) Menghukum tergugat untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDAIR:
Apabila Ketua Pengadilan Agama Lebong
melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.
Selanjutnya setelah diadakan memeriksaan
sebagaimana mestinya dalam persidangan, majlis
hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
15 Lihat pada bagian ringkasan kasus posisi
MENGADILI:
1) Menolak gugatan Penggugat;
2) Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
1.541.000 (satu juta lima ratus empat puluh
satu ribu rupiah).
3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh
Hakim16
Menimbang, bahwa dalam proses persidangan
telah ditemukan fakta, yaitu Penggugat dengan
Syafarudin bin Rahidin telah menikah pada tahun
1983 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak
dan pada tahun 2000 Syafarudin bin Rahidin
proses permohonan cerainya dengan Penggugat
di Pengadilan Agama Curup (dulu Rejang Lebong)
dan putusannya ditolak karena belum mendapat
surat izin atasan, kemudian Syafarudin bin Rahidin
menikah lagi dengan Tergugat pada tanggal 24 April
2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong
Utara, Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai satu
orang anak perempuan bernama Hesni Ami (14
tahun) hingga Syafarudin bin Rahidin meninggal
dunia di Lebong; sehingga menurut hukum
Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat sebagai
istri pertama masih terikat hukum sebagai suami
istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil serta menyerahkan ke
Kantor Urusan Agama dan hukum yang mengikat.
Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan
bukti P.1, (kutipan Akta Nikah), P.2 dan P.3 yang
diterima, telah dibantah oleh Tergugat bahwa ketika
Tergugat menikah dengan Syafarudin bin Rahidin,
keduanya sudah pisah tempat tinggal selama lebih
kurang 12 tahun berdasarkan bukti P.2 (Putusan
Pengadilan Agama Curup) Syafarudin bin Rahidin
tinggal di Lebong hingga ia meninggal dunia,
sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kepahyang
dengan anak-anak berdasarkan bukti P.3 (surat
kematian Syafarudin bin Rahidin dari Kelurahan
Dusun Curup); Dan menurut Penggugat melalui
Kantor Urusan Agama sahnya bahwa pernikahan
Tergugat dengan syafarudin bin Rahidin tersebut
telah melanggar ketentuan perundang-undangan
Pasal 3 dan 4 ayat (1) dan (5) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974, sedangkan menurut Tergugat
bahwa pernikahannya dengan Syafarudin bin
Rahidin tersebut telah memenuhi syarat rukun
dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-
16 Pertimbangan Hukum ini digunakan untuk menolak
gugatan pembatalan perkawinan antara Syafarudin  bin Rahidin
(alm) dengan Suwanti binti A. Rozak
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan
pengakuan Tergugat yang diterima pada saat
perkawinan tersebut dilaksanakan, Tergugat
berstatus janda dan Syafarudin bin Rahidin tidak
mempunyai istri/ berstatus duda cerai mempunyai
4 (empat) orang anak, semenjak menikah tahun
2001 hingga tahun 2014 meninggalnya Syafarudin
bin Rahidin membina rumah tangga dengan
baik di Lebong dan Penggugat pun mengakui
adanya pernikahan suaminya dengan Tergugat,
akan tetapi Pergugat dengan suaminya masih
tetap ada komunikasi sebagai suami istri dan
hingga meninggalnya belum pernah bercerai,
sehingga perkawinannya dengan Tergugat adalah
perkawinan yang dilakukan secara poligami dengan
tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan
Agama sebagaimana yang dikehendaki oleh oleh
Pasal 3 dan 4 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat
I yang menyatakan bahwa terhadap gugatan
Penggugat posita 11 dan 12 seperti tersebut diatas,
karena ia tidak mengetahuinya secara pasti, ia
bertugas sebagai penjabat (Plt) Kelurahan Pasar
Muara Aman Turut Tergugat I terhitung sejak
tanggal 21 Mei 2015 karena itu Penggugat salah
sasaran (orang), sedangkan penggugat tidak
mampu menghadirkan pejabat berwenang yang
menikahkan Tergugat dengan Syafarudin bin
Rahidin pada tahun 2001, karenanya gugatan
Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat
II yang menyatakan bahwa terhadap gugatan
Penggugat posita 15 seperti tersebut di atas, ia
bertugas sebagai kepala Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lebong Utara terhitung sejak
tahun 2013 karena dinilai salah sasaran, dan
Penggugat tidak mampu menghadirkan pejabat
berwenang ketika terjadi pernikahan Tergugat
dengan Syafarudin bin Rahidin pada tahun 2001,
karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa jawaban Turut Tergugat
III yang menyatakan bahwa terhadap gugatan
Penggugat posita 14 seperti tersebut di atas,
sepengetahuannya pernikahan Tergugat dengan
Syafarudin bin Rahidin yang dilakukan di depan
Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong
Utara; karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat
dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab
antara Penggugat dan Tergugat dan terdapat hal-
hal yang diakui Penggugat maupun Tergugat dan
terdapat hal-hal yang dibantah oleh mereka. Hal
yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah
tentang adanya perkawinan, perselisihan, dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat
dengan suaminya (Syafarudin bin Rahidin) sejak
tahun 2000 dan suaminya pindah tugas ke Lebong
tahun 1999 sampai meninggal dunia di Lebong
2014, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya
pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan
suaminya tersebut, sedangkan hal yang dibantah
adalah tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat
dengan  suaminya ( Syafarudin bin Rahidin) di
mana keduanya masing-masing mendapatkan buku
kutipan akta nikah yng dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten
Lebong;
Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang telah
diakui oleh Penggugat, majelis menilai bahwa
hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena
pengakuan di depan persidangan merupakan alat
bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
311 R.Bg, namun karena perkawinan merupakan
satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang
dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas
dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih
lanjut dengan alat bukti lain, Sedangkan hal-hal
yang dibantah oleh Penggugat, majelis akan
mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat telah meng-
ajukan alat-alat bukti surat yang merupakan akta
otentik berupa bukti P.1 berbentuk fotokopi kutipan
Akta Nikah, bukti P.2 berbentuk Putusan Pengadilan
Agama Curup dan bukti P.3 berbetuk fotokopi Surat
Keterangan Kematian Alm. Syafarudin, bermaterai
cukup dan telah sesuai dengan akta aslinya, karena
itu bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan
materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai
alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan
P.3 tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat
dengan Syafarudin telah terikat dalam perkawinan
yang sah, karena itu keduanya mempunyai kualitas
hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penggugat telah meng-
hadirkan dua orang saksi dewasa dengan dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan
234 | QIYAS Vol. 2, No. 2, Oktober 2017
yang saling bertentangan yang pada pokoknya
membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang
keadaan rumah tangga Penggugat dengan
suaminya masih rukun dan harmonis meskipun
telah berpisah. Sejak suaminya mengajukan
permohonan cerai ke Pengadilan Agama Curup
tahun 2000 sampai dengan suaminya meninggal
dunia tahun 2014 di Lebong, Penggugat dangan
suaminya masih tinggal bersama, faktanya antara
Penggugat dengan suaminya dilihat sudah hidup
secara sendiri-sendiri (tidak bersama-sama) sebagai
suami istri, dan mendengar suami Penggugat
menikah lagi, sehingga tidak relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena
keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 dan memenuhi syarat materil sebagai saksi,
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka
Majelis menilai keterangan para saksi tersebut
harus dikesampingkan;
Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi
Penggugat yang memiliki hubungan keluarga
yang dekat dengan Penggugat maupun saksi-
saksi Tergugat, majelis berpendapat bahwa oleh
karena perkara ini menyangkut sengketa dalam
perkawinan dan hal itu termasuk kategori lex
specialist, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal
22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974, juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima
sebagai bukti yang sah;
Menimbang, bahwa Tergugat pula mengajukan
alat-alat bukti surat yang merupakan akta otentik
berupa bukti T.1 sampai bukti T.14, kecuali bukti
T.3 yang dibantah oleh Penggugat melalui Kantor
Urusan Agama sanya berupa foto kopi Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lebong Utara, Kabupaten Lebong, atas nama
Syafarudin dengan Irmawati, bermaterai cukup dan
telah sesuai dengan akta aslinya, karena itu bukti-
bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil
sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa Tergugat telah meng-
hadirkan dua orang saksi dewasa dengan di bawah
sumpahnya mengenai posita poin 1, 7, 8, dan 9 telah
memberikan keterangan yang sah bersesuaian yang
pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat
sebagai istri yang sah dari Syafarudin sejak bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lebong tahun 2001
dan keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis
dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan,
mendengar kabar Penggugat dengan suaminya
yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Curup
tahun 2000 sampai suaminya meninggal dunia
tahun 2014 di Lebong, terakhir sebelum suaminya
(Syafarudin) meninggal, keempat orang anak
Penggugat di Kepahyang sering datang kerumah
Tergugat di Lebong sampai mereka menginap di
sana untuk mengambil biaya, Tergugat mengurus
gaji, Taspen dan tunjangan kematian suaminya
sudah diselesaikan sebagaimana (bukti T.2,
T.5, s.d T.14) sehingga faktanya relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh
karena keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal
172 dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi,
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka
Majelis menilai keterangan para saksi tersebut
dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut,
Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengenai
pembatalan perkawinan terhadap Tergugat, yang
dalam fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan
suaminya yang pada akhirnya keduanya belum
berpisah telah terbukti, karenanya patut ditetapkan
sebagai fakta, dan terhadap dalil Penggugat
tentang penyebab meminta dibatalkan perkawinan
Tergugat dengan suaminya (Syafarudin) dengan
segala konsekuensinya, Penggugat tidak dapat
membuktikannya dengan tidak menghadirkan
pejabat yang berwenang yang menikahkan Tergugat
dengan suaminya dan karena saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara
pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat
tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta, sesuai
ketentuan Pasal 283 R.Bg;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan dari bukti-bukti Penggugat, Tergugat
dan keterangan para saksi yang dihubungkan
dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta
tetap sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dengan Syafarudin adalah
suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3
juni 1983 dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Syafarudin sejak tahun 2000 sudah
tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara keduanya (proses
perceraian) yang pada akhirnya mengakibatkan
keduanya berpisah tempat tinggal selama14
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(empat belas) tahun yaitu sejak tahun 2000
hingga tahun 2014;
- Bahwa, selama pisah tidak ada hubungan
harmonis lagi antara Penggugat dengan
Syafarudin, tetapi hak nafkah bagi Penggugat
dan keempat orang anaknya masih juga
diberikan setiap bulannya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat tinggal di
Kepahyang sedangkan Syafarudin tinggal di
Lebong dan keempat orang anaknya seringa
datang dan menginap dirumahnya Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dengan Syafarudin adalah
suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25
April 2001 dan telah di karuniai 1 orang anak
perempuan bernama Hesni Ami binti Syafarudin,
Lahir 8 Juni 2002 di Lebong;
- Bahwa, pada tanggal 30 April 2014 Syafarudin
telah meninggal dunia di Rumah Sakit MH Yunus
Bengkulu dan dimakamkan di Lebong;
- Bahwa, pihak Pengadilan sudah menasehati
Penggugat dan Tergugat untuk menjaga
keharmonisan rumah tangganya masing-masing,
termasuk hak-haknya yang sudah berjalan dan
diselesaikan suaminya (Syafarudin) sebelum
meninggal dunia,   akan tetapi tidak berhasil
keduanya tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa, Penggugat tidak ada niat baik
untuk menyelesaikan permasalahan dengan
mempertahankan rumah tangganya secara
kekeluargaan dengan suaminya (Syafarudin)
baik ketika proses perceraian di Pengadilan
Agama Curup hingga suaminya meninggal dunia,
maka Tergugatlah yang berusaha  mengurus
hak-haknya tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut
di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga
Penggugat dengan suaminya sudah tidak rukun
dan telah terjadi perselisihan yang serius, (bukti
P.2 dan bukti T.1) pihak keluarga sudah berusaha
menasehati keduanya dan Pengadilan telah
pula berusaha mendamaikan keduanya melalui
proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka
hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan
antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi,
akan tetapi makna perkawinan secara psikologis
merupakan aktualisasi saling berkasih sayang
(mawaddah wa rahmah) antara suami istri yang
memiliki ciri-ciri psikologi yang berbeda dan
saling mengharap, di antara mereka harusnya
di pertahankan terus oleh Penggugat bukan
sebaliknya, apalagi bila makna perkawinan ditinjau
secara sosiologis dan yuridis;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa
hubungan suami istri antara Penggugat dengan
suaminya telah pecah dan sendi-sendi rumah
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan
kembali kerena rasa saling cinta dan kasih sayang
serta saling melindungi antara keduanya talah hilang
yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok
untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat
sudah tidak ada niat baik dengan suaminya sejak
berpisah sekitar 14 tahun untuk memperbaikinya
serta telah gagal membentuk kembali rumah
tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang
(mawaddah wa rahmah) sebagaimana dimaksud
dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat dengan suaminya juga
tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal
berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 sehingga rumah tangga keduanya
sudah tidak bermanfaat lagi;
4. Pertimbangan Hukum Dalam Disenting Opinion
Disenting opinion adalah pendapat hakim yang
berbeda dengan hasil yang dikeluarkan pada isi
putusan. Dalam dissenting opinion ini, hakim
pada prinsipnya menerima gugatan penggugat
bahwa ia adalah istri yang sah, dan berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia Perkawinan
tergugat dengan suami penggugat dapat batal
secara hukum.
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo,
Anggota Majelis yang bernama Zuhri Imansyah
berbeda pendapat  dengan pendapat  mayoritas
majelis Hakim, mengenai pendapat berbeda
tersebut, merujuk pada ketentuan pasal 14 angka
(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka dalam hal sidang
permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat
bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat
dalam Putusan, adapun pertimbangan Anggota
Majelis yang bernama Zuhri Imansyah tersebut
adalah sebagai berikut;
Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat
adalah bahwa Penggugat mengajukan pembatalan
nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan
oleh Tergugat dengan Syafarudin (alm) sebab
pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat
dengan Syafarudin (alm) tanpa seizin Penggugat
selaku istri pertama sedang Penggugat masih terikat
perkawinan yang sah dengan Syafarudin (alm)
dan Penggugat tidak mau taspen Syafarudin (alm)
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selaku PNS di bagi dua dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa tergugat mempunyai i’tikad
baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan
damai, mengingat Syafarudin (alm) telah meninggal
dunia dan untuk tetap menjaga tali silaturahmi,
sejalan dengan hal tersebut, majelis hakim dan
mediator telah mengupayakan semaksimal
mungkin mencari jalan keluar terbaik dengan
damai namun tidak berhasil sebab Penggugat
tetap ingin melanjutkan perkaranya;
Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab
menjawab dapat disimpulkan pokok gugatan
sebagai berikut:
a. Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan
dalam gugatannya bahwa syafarudin (alm)
dan Penggugat adalah suami istri sah yang
telah melangsungkan perkawinan tanggal 22
Mei 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara
Kabupaten Rejang Lebong dan selama menikah
dengan Syafarudin (alm) hingga Syafarudin (alm)
meninggal dunia tanggal 30 April 2014 Penggugat
dan Syafarudin (alm) pernah mengajukan
perkara perceraian (Permohonan Talak) di
Pengadilan Agama Curup tahun 2000-2001, hal
ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan
Penggugat dan Syafarudin (alm) telah bercerai;
b. Penggugat mengendalikan terakhir Syafarudin
(alm) selaku PNS bertugas di Kabupaten
Lebong sejak tahun 2000  hingga meninggal
dunia, Penggugat dan Syafarudin (alm) hidup
berpisah rumah, namun Penggugat sering
datang dan menetap di Kabupaten Lebong
menemani Syafarudin (alm) dan juga mengikuti
acara-acara Dharma Wanita Pemda Kabupaten
Lebong, hal ini dibantah oleh Tergugat yang
menyatakan Penggugat tidak pernah datang ke
Kabupaten Lebong apalagi tinggal dan menetap,
sebab Syafarudin (alm) selalu menghindar dari
penggugat, bahkan bertemu saja tidak mau;
c. Penggugat mendalilkan tidak menegetahui
Tergugat adalah istri kedua Syafarudin (alm),
sebelum melihat berkas Tergugat dan Sayfarudin
(alm) di Bank BPD Kabupaten Lebong Tanggal,
namun hal ini dibantah oleh Tergugat sebab
sejak menikah dengan Syafarudin (alm) tahun
2001 anak-anak Penggugat dan Syafarudin
(alm) sering datang dan menginap dirumah
kediaman Tergugat dan Syafarudin (alm),
selain itu selama Syafarudin (alm) sakit hingga
meninggal Tergugatlah yang mengurusi dan
telah memberitahukan kepada Penggugat
melalui anak-anaknya;
d. Penggugat mendailkan pernikahan yang
dilakukan oleh Tergugat dan Syafarudin (alm)
tidak sah, sebab melanggar ketentuan karena
ketika menikah dengan Tergugat, Syafarudin
(alm) masih terikat perkawinan dengan
Penggugat, dan perkawianan Tergugat dengan
Syafarudin (alm) tanpa Sepengetahuan dan
seizin Penggugat selaku istri pertama, hal
ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan
perkawinan antara tergugat dengan Syafarudin
(alm) dilakukan dengan memenuhi syarat dan
rukunya serta tercatat di KUA Lebong Utara dan
memiliki kutipan Akta Perkawinan yang sah;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing
dalam jawabanya menyatakan tidak mengetahui
secara explisit mengenai pokok permasalahan
dalam perkara ini;
Menimbang, hal-hal yang didalilkan oleh
Penggugat yang diakui dengan pengakuan murni
oleh Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
dan Turut Tergugat III, atau setitak-tidaknya tidak
disangkal, sesuai Pasal 311 R.Bg; dinyatakan terbukti;
Menimbang, bahwa berdsasarkan ketentuan
Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk
membuktikan bantahan-bantahanya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya
telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat yaitu
bukti P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi yaitu
Ridwan bin Sinar dan Julyadi bin M.Ruhim;
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang
diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik
dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna
(volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende
bewisjkracht) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat
diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308
dan 309 R.Bg, kesaksian dua orang saksi pihak
Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi
syarat formil dan materil kesaksian sebab kedua
saksi tersebut disumpah dan keterangannya
berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan
diketahuinya sendiri, selain itu substansi keterangan
saksi yang satu dengan lainya saling bersesuaian
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan
309 R.Bg, kesaksian dua orang saksi pihak Tergugat
tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil
dan materil kesaksian sebab kedua saksi tersebut
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disumpah dan keterangannya berdsasarkan apa
yang mereka lihat, dengar dan diketahuinya sendiri,
selain itu subtansi keterangan saksi yang satu
dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa majelis hakim telah
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat III, untuk mengajukan alat Bukti, bahkan
majelis menekankan kepada Turut Tergugat I, dan
Turut Tergugat II untuk memeriksa berkas-berkas
yang berkenanaan dengan pokok perkara, namun
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan
tidak dapat mengajukan bukti apapun, sedangkan
Turut Tergu8gat III tidak dapat diberikan pertanyaan
sebab sejak setelah sidang tahap jawaban Turut
Tergugat III tidak perbnah hadir atau memberikan
kuasa kepada orang lain sebagai pengganti dirinya
di persidangan;
Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan angka
satu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa
hukumnya mendalilkan dalam gugatanya bahwa
Syafarudin (alm) dan Penggugat adalah suami istri
sah yang telah melangsungkan perkawinan tanggal
22 Mei 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara
Kabupaten Rejang Lebong dan untuk menguatkan
dalilnya tersebut pemohon telah pula mengajukan
bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah
Nomor 85/13/V/83 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal
3 Juni 1983 (bukti P.1), dengan demikian bukti
tersebut merupakan akta otentik;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat
serta diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan
akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian
sempurtna (volledig bewisjkracht) dan mengikat
(bindende bewisjkracht) dan mengikat (bindende
bewisjkracht) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat
diterima sebagai alat bukti, selain itu didukung
pula dengan keterangan saksi pertama Penggugat
(Ridwan bin Sinar) dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Syafarudin (alm) adalah suami istri
sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing
dan berkualitas sebagai subyek hukum dalam
perkara ini;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatanya
mendalilkan bahwa Penggugat dan Syafarudin
(alm) sejak menikah tanggal 22 mei 1983
hinggaSyafarudin (alm) dinyatakan meninggal
dunia tanggal 30 April 2014 tetap terikat dalam
perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai
hal ini dibantah oleh Tergugat yang menyatakan
sebaliknya;
Menimbang; bahwa untuk menguatkan dalilnya
tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti
surat berupa fotocopy Putusan Pengadilan Agama
Curup Nomor 297/PdT.G/2000/PA Crp tanggal 17
Mei 2001 yang amarnya menolak permohonan talak
yang diajukan oleh Syafarudin (alm), bukti P.2),
yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna (volledigbewisjkracht) dan
mengikat (bindende bewisjkracht) maka sesuai
Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti,
selain itu dari keterangan saksi pertama Penggugat
(Ridwan bin Syinar) dan keterangan saksi pertama
Tergugat dan Syafarudin (alm) tidak pernah bercerai
walaupun Syafarudin (alm) pernah mengajukan
permohonan talak ke Pengadilan Agama Curup;
Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim perlu
mengetengahkan asa hukum Res Judicata  Pro
Veritate Habetur yang menurut pakar hukum
Sudikno Mertokusumo dan diambil menjadi
pertimbangan hakim, berarti suatu putusan hakim
(pengadilan) dianggap benar hingga berkekuatan
hukum tetap atau diputus lain oleh Pengadilan yang
lebih tinggi (banding atau kasasi), sehingga dalam
hal ini majelis berpedoman pada amar putusan
Pengadilan Agama Curup Nomor 297/PdT.G/2000/
PA Crp tanggal 17 Mei 2001 (bukti. P.2);
Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut
dibantah oelh Tergugat berdasarkan keterangan
Syafarudin (alm) yang menyatakan Penggugat
dan Syafarudin (alm) telah bercerai dan berpisah
tempat tinggal, selain itu sejak menikah dengan
Tergugat, Syafarudin (alm) tidak pernah pulang
ke Kepahiyang untuk menemui Penggugat dan
anak-anaknya, pun Penggugat tidak pernah datang
menemui Syafarudin (alm), Pennggugat hanya
pernah beberapa kali datang ke kantor Syafarudin
(alm) untuk mengambil jatah gaji, kemudian
juga Syafarudin (alm) pernah mengirimkan uang
(transfer melalui bank) dan memiliki bukti kuitansi
pemberian sejumlah uang untuk nafkah anak-
anaknya, dan untuk menguatkan bantahannya
tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat
T.1, T.2 ndan T.13;
Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat
menyatakan Syafarudin (alm) menceritakan telah
bercerai dari Penggugat, namun keterangan tersebut
terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan
pengakuan murni Tergugat di persidangan dan
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didukung oleh keterangan saksi pertama Tergugat.
( Edi Tamzii bin Barsah), bahwa Syafarudin
(alm) pernah menceritakan perkara perceraian
(permohonan talak) yang diajukan oleh Syafarudin
(alm) ke Pengadilan Agama Curup tidak selesai
sampai diputus bercerai (ditolak), walaupun sudah
berulang kali menjalani persidangan;
Menimbang bahwa bukti surat T.1 dan T.2
yang diajukan oleh Tergugat bukanlah bukti guna
menunjukan Penggugat dan Syafarudin (alm) telah
bercerai secara sah, sebab bukti T.1 merupakan
surat panggilan (relaas) kepada Syafarudin (alm)
untuk menghadiri persidangan, bukti Syafarudin
(alm) telah menghadiri sidang perceraian di
Pengadilan Agama Curup, sehingga meskipun bukti
T.1 merupakan akta otentik, tetapi bukanlah bukti
Penggugat dan Syafarudin (alm)   telah bercerai
sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan
Syafarudin (alm) bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang terakhir bertugas di lingkungan
Pemda Kabupaten Lebong, hal mana diakui
oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan
didukung pula dengan bukti surat Tergugat T.11
dan T.12, bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah
oleh pihak Penggugat, merupakan akta otentik
sebab dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna
(Volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende
bewisjkracht) maka sesaui pasal 285 R.Bg dapat
diterima sebagai alat bukti, kemudian didukung
oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat
(Ridwan bin Sinar dan Julyadi bin M.Ruhim), dan
Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah dan Lon Hasanah
binti M.Bahari), dengan demikian terbukti Syafarudin
(alm) semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
Penutup
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Lebong tentang
Pembatalan Nikah suami Penggugat (Syafarudin
bin Rahidin (alm) dengan Suwanti binti A. Rozak
(Tergugat) yang diajukan oleh Cut Irmawanti binti
Anwarsyah (Penggugat) dengan nomor putusan
0059/Pdt.G/2015/PA Lbg ditolak oleh majelis hakim,
sehingga pernikahan Syafarudin bin Rahidin dengan
Suwanti binti A. Rozak tetap sah secara hukum
dan Tergugat tetap mendapatkan hak-haknya
sebagai istri. Dalam isi putusan yang diajukan
permohonan pembatalannya di Pengadilan
Agama Lebong, yang kemudian didaftar dalam
perkara Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Lbg. yang
beranggotakan tiga orang hakim tidak semuanya
sepakat dengan keputusan tersebut. Satu orang
hakim berpendapat berbeda dengan mayoritas
hakim. Pendapat berbeda dari minoritas hakim
dimasukkan dalam isi putusan yang disebut
dissenting opinion.
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